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     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan dengan menggunakan Sistem 
Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) terhadap tingkat 
kepuasan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan 
sampel dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu batas penyebaran kuesioner kepada wajib pajak 
dan didapatkan 100 wajib pajak yang melakukan kuesioner. Jenis data yang digunakan adalah data 
primer dan teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pengujian SPSS 23. Hasil 
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan dengan menggunakan Sistem Manajemen 
Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) berpengaruh yang signifikan 
terhadap tingkat kepuasan wajib pajak. 
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Abstract 
     This study was to determine the effect of service using Tax Object Information Management System 
(SISMIOP) Rural and Urban Land Building Tax (PBB-P2) on taxpayer satisfaction level. The 
research method used is quantitative research method. The sampling technique used is Slovin 
formula, which is the limit of distributing questionnaires to taxpayers and obtained 100 taxpayers who 
did the questionnaire. The data used is primary data and the technique used is by using SPSS 23 test. 
The result showed that the service using the Tax Object Information Management System (SISMIOP) 
Rural and Urban Land Building Tax (PBB-P2) affect taxpayer satisfaction level significantly. 
 







1.1  Latar Belakang 
     Indonesia mendapatkan pendapatan dari pajak yang dapat menunjang keberhasilan. Dari pajak 
tersebut, pencapaian yang ada ialah bertujuan pada pembangunan nasional namun untuk bisa 
mencapainya perlu beberapa aspek, seperti SDA, SDM, serta sumber daya lainnya merupakan 
suatu modal awal yang dimiliki oleh negara. Selain itu, ketersediaan suatu dana pembangunan 
negara baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak dapat terciptanya negara 
yang makmur. Hal tersebut dapat didapat jika semua pihak dapat bekerja sama dan kebijakan 
yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan optimal. 
     Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional negara dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan masyarakat meski masih banyak orang pribadi atau badan meyakini 
bahwa pajak merupakan suatu beban yang berat dan harus dihindarkan oleh banyak orang pribadi 
maupun badan. Banyaknya yang beranggapan pajak harus dihindarkan karena masih banyak yang  
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kurang memahami dan mengetahui manfaat dari pajak. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya 
pengelolaan pajak dan sosialisasi mengenai pajak yang menjadi prioritas bagi pemerintah. 
Banyak pajak yang dilakukan pemerintah pusat untuk pendapatan negara tetapi masih sedikit pula 
pendapatan bagi daerah. Maka dari itu, pada tahun 2009 kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah bahwa adanya pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB yang sebelumnya 
merupakan pendapatan bagi pajak pusat dialihkan ke pajak daerah (www.pajak.go.id). 
     Kebijakan untuk PBB-P2 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah salah satu kebijakan pemerintah yang merupakan 
tanggungjawab bagi pajak daerah supaya dapat dikelola oleh daerah lebih baik lagi. Pemerintah 
memberikan keputusan tersebut supaya pemerintah daerah dapat berkembang dan mengkontrol 
pemasukan dan pengeluaran terhadap pajak, memberikan kewenangan dalam menentukan tarif 
pajak daerah serta tentunya menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari 
pajak daerah. 
 
Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi PBB-P2 Kota Palembang Tahun 2012-2016 
Tahun Target Realisasi Persentase 
2012 Rp   83.562.750.000 Rp   76.134.848.215 91,11% 
2013 Rp   83.562.750.000 Rp   79.673.835.193 95,35% 
2014 Rp   95.000.000.000 Rp   83.810.426.995 88,22% 
2015 Rp   95.000.000.000 Rp   97.443.811.213 102,57% 
2016 Rp 116.539.477.871 Rp 117.558.226.402 100,87% 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2017 
 
     Berdasarkan data tersebut, realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Palembang pada tahun 2012 
sebesar Rp 76.134.848.215 belum menembus target yang telah direalisasi dengan tingkat 
persentase sebesar 91,11% tetapi pada tahun berikutnya penerimaan realisasi PBB-P2 mengalami 
kenaikan sebesar Rp 79.673.835.193 dengan tingkat persentase sebesar 95,35%. Pengalihan 
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai dilaksanakan 
tanggal 1 Januari 2011. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih bertanggungjawab melaksanakan 
pengelolaan PBB-P2 sampai tanggal 31 Desember 2013 sehingga kenaikan persentase untuk 
tahun 2012-2013 sebesar 4,24%, meski kenaikan hanya sedikit pemerintah optimis jika 
penerimaan bisa mencapai target bila pengalihan pengelolaan PBB-P2 telah menjadi 
tanggungjawab pemerintah daerah. 
     Pada tahun 2014 target yang sebesar Rp 83.562.750.000 dinaikkan menjadi Rp 
95.000.000.000, hal ini dilakukan pemerintah daerah sebagai awal dari pengalihan tersebut. 
Kebijakan pemerintah daerah dalam langkah tersebut membuahkan hasil, realisasi penerimaan 
PBB-P2 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp 83.810.426.995 dengan tingkat 
persentase sebesar 88,22%. Untuk tahun 2015-2016 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami 
overload yaitu masing-masingnya sebesar Rp 97.443.811.213 dan Rp 117.558.226.402 dengan 
masing-masing tingkat persentase sebesar 102,57% dan 100,87%. Persentase pada tahun 2016 
yang lebih rendah dari tahun 2015 disebabkan pemerintah daerah melakukan kenaikan target 
sebesar Rp 116.539.477.871 dari yang sebelumnya sebesar Rp 95.000.000.000. Hal ini dilakukan 
karena tahun 2015 mengalami overload namun tidak disangka untuk tahun 2016 mengalami 
overload juga. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah daerah telah melakukan kegiatan 
Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan penerimaan 
PBB-P2 yaitu salah satunya melakukan program Gebyar pengenaan pajak atas hadiah cukup 
besar yaitu sebesar 25% (Zufdi, 2016). 
     PBB-P2 adalah salah satu jenis pajak yang objeknya bumi dan bangunan dan wajib pajaknya 
orang atau badan yang memiliki, menguasai atau mengambil manfaat atas bumi dan bangunan. 
Berdasarkan hal tersebut jumlah objek dan wajib pajak PBB-P2 sangat banyak dan tersebar di 
seluruh wilayah. Wewenang penagihan telah diserahkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini 
aparatur desa/kelurahan untuk melaksanakan penagihan PBB-P2. Namun setiap daerah memiliki 
karakter berbeda-beda, sehingga dengan adanya perbedaan kemampuan ini sering terjadi banyak 
kendala seperti keterlambatan dalam hal pemberian pelayanan yang merugikan wajib pajak dan 
pemerintah atau terjadinya pengendapan pajak. Banyaknya terjadi ketidakakuratan data seperti  
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pada kesalahan nama wajib pajak maupun luas dan letak objek pajak, banyak pula wajib pajak 
yang merasa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak sesuai sehingga mereka menuntut pengurangan 
serta rendahnya kesadaran wajib pajak sehingga menyebabkan penagihan PBB-P2 tidak berjalan 
maksimal. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan Dirjen 
Pajak melakukan kebijakan dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern PBB-P2 
yaitu dengan menggunanakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) (Aprianty 
dan Lambey, 2016). 
     Ketentuan pendataan objek dan subjek pajak diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor:KEP-533/PJ.6/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam 
Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak 
(SISMIOP). Dalam hal ini, aplikasi tersebut telah bekerja saat pengalihan PBB-P2 dan sebelum 
pengalihan PBB-P2 akan tetapi pekerjaan yang dilakukan belum optimal sehingga pendapatan 
pada saat itu khususnya untuk Kota Palembang belum menembus target.  
     Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) merupakan suatu sistem pengolah data 
yang terintegrasi untuk mengolah informasi objek pajak dengan bantuan komputer, mulai dari 
pengumpulan data wajib pajak, pemberian identitas, pemprosesan, pemeliharaan serta pencetakan 
hasil keluaran (Mufaridah, 2009). Dari hasil penelitian Prathiwi dkk (2015) menunjukkan bahwa 
kendala yang dialami oleh pemerintah Kota Denpasar adalah karena PBB-P2 merupakan pajak 
baru sehingga pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaannya, aplikasi SISMIOP 
yang diberikan oleh Dirjen Pajak tidak berjalan dengan baik, sarana dan prasarana yang kurang 
memadai serta membutuhkan biaya yang besar, serta sumber daya manusia yang tidak optimal 
dalam memberikan pelayanan. Menurut CH (2017) di beberapa kabupaten khususnya di 
Banyuasin SISMIOP PBB-P2 digunakan baru hanya sebagian, adanya faktor wilayah dan 
kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memicu sedikitnya pemasukan bagi pemerintah 
daerah. Hal ini disebabkan dengan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah di bagian 
kabupaten, tempat untuk membayar pajak terutangnya pun relatif jauh dan untuk membayar 
kesana butuh biaya yang lebih besar dibandingkan membayar pajak PBB-P2 sehingga banyak 
yang mengabaikan untuk membayar pajak. 
     Dari fenomena yang terjadi di atas, adanya pula persepsi penerimaan teknologi informsi 
berbasis TAM yang tidak berpengaruh terhadap persepsi kinerja pegawai pajak (Sugiarti, 2017) 
yang menjadi salah satu faktor bahwa setiap teknologi yang ada belum tentu dapat memperbaiki 
semua hal walaupun penerimaan meningkat tetapi jika tidak diiringi dengan pelayanan 
administrasi yang baik wajib pajak dalam melakukan suatu hal mengenai pajak khususnya 
mendaftarkan diri menjadi wajib pajak atau ingin mengetahui berapa pajak yang terutangnya 
dengan pelayanan yang kurang baik, wajib pajak pastinya akan tidak antusias untuk membayar 
pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang telah dijalankan belum tentu dapat 
berpengaruh secara signifikan meski sistem yang digunakan telah memadai tetapi pelayanan 
administrasi yang rendah, penerimaan PBB-P2 meningkat namun dapat terjadinya penurunan jika 
dalam menangani kepada wajib pajak kurang baik. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti tentang 
pelayanan dengan menggunakan SISMIOP PBB-P2 terhadap tingkat kepuasan wajib pajak dan 
berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik mengangkat masalah 
tersebut dengan judul “PENGARUH PELAYANAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM 
MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP) PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN (PBB-P2) TERHADAP TINGKAT KEPUASAN WAJIB PAJAK.” 
 
 
1.2  Rumusan Masalah 
     Apakah pelayanan dengan menggunakan SISMIOP PBB-P2 berpengaruh yang signifikan 
terhadap tingkat kepuasan wajib pajak ? 
 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
     Menganalisis pengaruh pelayanan dengan menggunakan SISMIOP PBB-P2 yang signifikan 
terhadap tingkat kepuasan wajib pajak. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1  Landasan Teori 
2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB) 
     Teori ini menjelaskan tentang adanya niat dalam berperilaku yang ditimbulkan oleh 
individu itu sendiri. Menurut Ariani (2016) mengatakan bahwa niat yang muncul dalam 
berperilaku ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu : 
a. Behavioral Beliefs 
     Faktor pertama ini merupakan hasil yang diperoleh dari bentuk perilaku dan 
evaluasinya dalam suatu keyakinan individu. 
b. Normative Beliefs 
     Faktor kedua ini merupakan harapan dan motivasi yang dipegang teguh oleh 
keyakinan individu dalam harapan normatif kepada orang lain maupun motivasi dalam 
memenuhi harapan. 
c. Control Beliefs 
     Faktor yang terakhir ini merupakan keberadaan suatu hal yang dapat mendukung dan 
menghambat perilaku dalam keyakinan individu yang akan ditampilkan kepada orang 
lain dan persepsi oleh individu itu sendiri terhadap seberapa kuat suatu hal yang dapat 
mendukung dan menghambat perilaku individu. 
 
2.1.2 Pajak 
     Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yang berisi : 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat”. 
 
2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
     Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi 
dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak 
bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994. Menurut Dirjen Pajak, PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti 
besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau 
bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) biasanya sebagai pajak yang dikenakan pada 
orang pribadi atau badan yang nilainya bergantung pada tanah dan bangunan itu sendiri. 
 
2.1.4 Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) 
     SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah pengumpulan data (melalui 
pendaftaran, pendataan, penilaian) pemberian identitas objek pajak (nomor objek pajak), 
perekam data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran, pemantauan penerimaan 
dan  pelaksanaan penagihan pajak. 
     SISMIOP merupakan jantungnya PBB-P2 karena SISMIOP mengintegrasikan seluruh 
aspek pengelolaan administratif yang dapat mengolah informasi data objek dan  subjek 
pajak melalui komputerasi, mulai dari proses pendataan, penilaian, penagihan, penerimaan 
dan pelayanan. Proses perhitungan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang yang 
dihitung oleh Fiskus diakomodir dengan SISMIOP yang dapat mengolah informasi data 
objek dan subjek pajak secara terorganisir dengan baik melalui proses komputerasi, 
sehingga diharapkan dapat menunjang peningkatan penerimaan. 
 
2.1.5 Sistem Informasi yang Berkualitas 
     Berdasarkan The Update D & M IS Success Model dari DeLone dan McLean (2003), 
suatu sistem yang berkualitas dilihat dari tiga aspek yaitu : 
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a. Kualitas Sistem 
     Kualitas sistem berarti kualitas dari kombinasi hardware dan software dalam sistem 
informasi. Fokusnya adalah performa dari sistem, merujuk pada seberapa baik 
kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, prosedur dari sistem 
informasi dapat menyediakan informasi kebutuhan pengguna.  
b. Kualitas Informasi 
     Kualitas Informasi merujuk pada output dari sistem informasi, menyangkut nilai, 
manfaat, relevansi, dan urgensi dari informasi. Suatu informasi yang diinginkan oleh 
pengguna adalah data yang dikeluarkan oleh sistem mudah untuk dipahami dan jelas. 
Bukan hanya diinginkan oleh pengguna saja melainkan dari wajib pajak, data yang 
dihasilkan dari sistem berupa data yang akurat serta informasi yang jelas dan mudah 
dipahami. 
c. Kualitas Pelayanan 
     Kualitas dukungan yang diterima pengguna sistem dari departemen sistem informasi 
dan dukungan personil IT. Kualitas pelayanan dilihat dari cara kerja pengguna yang 
mampu dan cepat tangap dalam menangani wajib pajak. Selain itu, pengguna harus 
memahami sistem tersebut sehingga proses dalam penyelesaian dapat dilakukan dengan 
cepat dan tepat waktu. 
     PBB-P2 termasuk ke dalam kualitas pelayanan karena sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti bahwa peran pelayanan bukan hanya memberikan pelayanannya 
dengan baik saja namun harus dapat menguasai semuanya, khususnya dalam pengelola 
SISMIOP PBB-P2. 
 
2.1.6 Tingkat Kepuasan Wajib Pajak 
     Menurut Subiyanto (2014) tingkat kepuasan wajib pajak dalam pelayanan yang 
dilakukan oleh fiskus merupakan prioritas utama yang tidak bisa diabaikan karena 
keduanya memiliki masing-masing makna dalam menjaga hubungan antara wajib pajak 
dengan pengelola pajak. Tingkat kepuasan merupakan bagian dari dampak yang diberikan 
kegiatan melayani sehingga masyarakat senantiasa rela untuk membayar pajak, sedangkan 
kualitas pelayanan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh fiskus supaya wajib 
pajak taat dan patuh melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 
kepuasan wajib pajak dan seluruh stakeholder perpajakan maka pelayanan diberikan suatu 
pelatihan, pengetahuan dan pemahaman dalam rangka mewujudkan tingkat kepercayaan 
masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan perpajakan. 
 
 
2.2  Kerangka Pemikiran 
     Untuk mempermudah pemahaman tentang hal yang telah dibahas sebelumnya, maka kerangka 
peneliti terhadap permasalahan pokok yang akan dianalisis adalah : 
 
Sumber : Penulis, 2017 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
 
2.3  Hipotesis 
     Berdasarkan penjelasan dan paradigma penelitian di atas, penulis merumuskan hipotesis yaitu : 
H1 : Pelayanan dengan menggunakan SISMIOP PBB-P2 berpengaruh yang signifikan terhadap 




3. METODE PENELITIAN 
 
 
3.1  Pendekatan Penelitian 
     Pendekatan penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012) adalah penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat positivisme dan berfokus pada populasi atau sampel tertentu yang 
digunakan untuk diteliti, pengumpulan data sebagai instrumen penelitian, analisis data 
menggunakan kuantitatif, tujuannya untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
 
 
3.2  Objek/Subjek Penelitian 
     Objek penelitian adalah SISMIOP PBB-P2 sedangkan subjek penelitian ini adalah 
DISPENDA Kota Palembang. 
 
 
3.3  Teknik Pengambilan Sampel 
     Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 yang telah terdaftar di DISPENDA 
Kota Palembang. Sampel yang dibutuhkan untuk menjawab kuesioner dengan menggunakan 
rumus Slovin sehingga didapat 100 wajib pajak yang terdaftar di DISPENDA Kota Palembang. 
 
 
3.4  Jenis Data 
     Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data 
yang diperoleh secara langsung dari hasil kuesioner. Sedangkan data sekunder digunakan dalam 
pengambilan data wajib pajak PBB-P2 di DISPENDA Kota Palembang. 
 
 
3.5  Teknik Pengumpulan Data 
     Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menurut Sugiyono 
(2012) yang digunakan dengan cara teknik wawancara, teknik kuesioner dan teknik observasi. 
 
 
3.6  Teknik Analisis Data 
3.6.1 Uji Instrumen Data 
3.6.1.1 Uji Validitas 
     Suatu instrumen dikatakan valid apabila r hitung > r tabel dan instrumen 
dikatakan tidak valid apabila r hitung < r tabel sesuai dengan metode Corrected 
Item-Total Correlations. 
3.6.1.2 Uji Reliabilitas 
     Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran 
tertentu. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha > 0,7 
(Ghozali, 2016). 
3.6.1.3 Method of Successive Interval (MSI) 
     Method of Successive Interval (MSI) adalah suatu metode untuk mentransfer 
data berskala ordinal menjadi interval. 
 
3.6.2 Uji Asumsi Klasik 
3.6.2.1 Uji Normalitas 
     Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas 
     Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan kepengamatan lain. 
Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3.6.2.3 Uji Autokorelasi 
     Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 
korelasi kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 
periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2016). 
3.6.2.4 Uji Linearitas 
     Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 
digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam studi 
empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik. Dengan uji linearitas akan 
diperoleh informasi apakah model impiris sebaiknya linear, kuadrat atau kubik. 
 
3.6.3 Analisis Regresi Linear Sederhana 
     Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel 
independen (X) dengan variabel dependen (Y). Persamaan regresi linear sederhana adalah 
sebagai berikut : 
Y’ = a + bX 
Keterangan: 
Y’  = Tingkat Kepuasan Wajib Pajak (nilai yang diprediksikan) 
X  = Pelayanan dengan Menggunakan SISMIOP PBB-P2 
a = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0) 
b  = Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 
 
3.6.4 Uji Hipotesis 
3.6.4.1 Uji t 
     Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen 
(Ghozali, 2016). 
3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
     Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi 
adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 
Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
dependen (Ghozali, 2016). 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 
     Awal mulanya Dinas Pendapatan Daerah atau sebelum menjadi Dinas Pendapatan Daerah dulu 
namanya adalah Pajak Daerah (PD). Sekitar tahun 80-an, pajak daerah ini dibagi menjadi dua tim 
yaitu IPEDA (Instansi Pendapatan Daerah) dan tim DIPEDA (Dinas Pendapatan Daerah). Sekitar 
enam tahun berjalan IPEDA bergabung dengan DIPEDA yang sekarang disebut dengan 
DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) Kota Palembang. Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Palembang beralamat diwilayah Kecamatan Ilir Barat I, Jalan Merdeka No. 21 Palembang dengan 
wilayah kerja terdiri dari 16 kecamatan dan 107 kelurahan. 
     Sebelum tahun 1975, bagian pajak dan retribusi daerah di daerah tingkat I dan tingkat II adalah 
urusan biro keuangan pemerintahan daerah masing-masing. Hal ini mengacu pada Peraturan 
Daerah Tingkat II Palembang Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 11 November 1975 dan merupakan 
landasan terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang yang 
mempunyai tugas mengelola segala hal dibidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak, 
retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak serta kewenangan pemerintahan 
Kota Palembang. 
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4.2  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.2.1 Uji Instrumen Data 
4.2.1.1 Uji Validitas 









X.P1 0,380 0,1966 Valid 
X.P2 0,556 0,1966 Valid 
X.P3 0,600 0,1966 Valid 
X.P4 0,506 0,1966 Valid 
X.P5 0,573 0,1966 Valid 
X.P6 0,201 0,1966 Valid 
X.P7 0,425 0,1966 Valid 
X.P8 0,474 0,1966 Valid 
X.P9 0,410 0,1966 Valid 
X.P10 0,424 0,1966 Valid 
Y 
Y.P1 0,219 0,1966 Valid 
Y.P2 0,511 0,1966 Valid 
Y.P3 0,477 0,1966 Valid 
Y.P4 0,491 0,1966 Valid 
Y.P5 0,481 0,1966 Valid 
Y.P6 0,592 0,1966 Valid 
Y.P7 0,409 0,1966 Valid 
Y.P8 0,559 0,1966 Valid 
Y.P9 0,294 0,1966 Valid 
Y.P10 0,203 0,1966 Valid 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2017 
 
     Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa nilai corrected total-item correlation (r 
hitung) dari masing-masing variabel > dari nilai r tabel sebesar 0,1966. Karena 
koefisien korelasi dari 20 butir pertanyaan tersebut lebih besar dari 0,1966, maka 
dapat disimpulkan bahwa ke 20 butir instrumen pertanyaan tersebut dinyatakan 
valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian. 
 
4.2.1.2 Uji Reliabilitas 







X 0,785 0,7 Reliabel 
Y 0,752 0,7 Reliabel 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2017 
 
     Pada butir pernyataan/pertanyaan yang diberikan cronbach’s alpha > 0,7 
sehingga dapat dinyatakan bahwa kuesioner tersebut telah reliabel dan setiap 
pernyataan/pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini dapat disebarluaskan 
kepada responden sebagai instrumen dalam penelitian ini. 
 
4.2.1.3 Method of Successive Interval (MSI) 
     Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa data kuesioner yang 
menggunakan skala ukur ordinal. Sedangkan salah satu syarat untuk dapat 
digunakannya analisis regresi (parametrik) adalah data diharuskan berskala ukur 
metrik (minimal interval atau rasio). 
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4.2.2 Uji Asumsi Klasik 
4.2.2.1 Uji Normalitas 
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 
Keterangan Unstandardized Residual 
Nilai Kolmogorov Smirnov 0.077 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.156 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2017 
 
     Besarnya nilai Kolmogorov Smirnov adalah sebesar 0,077 dengan signifikansi 
0,156 yang berarti bahwa nilai asymp. sig. (2-tailed) > 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dan dependen yang digunakan 
dalam pengujian mempunyai distribusi data yang normal. 
 
4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas 
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Model Sig. 
1 Pelayanan dengan Menggunakan SISMIOP PBB-P2 1.000 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2017 
 
     Diperoleh nilai signifikansi dari variabel independen adalah 1,000 bernilai lebih 
besar dari 0,05, yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel independen terhadap nilai absolut residualnya. 
 
4.2.2.3 Uji Autokorelasi 
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi 
Model Durbin Watson 
1 1,797 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2017 
 
     Nilai DW dari hasil pengujian sebesar 1,797 dengan jumlah n kuesioner 
sejumlah 100 dan tingkat signifikansi yaitu 0,05 didapat nilai du = 1,6944. Oleh 
karena du < DW < 4-du, maka dalam model tidak terjadi autokorelasi. 
 
4.2.2.4 Uji Linearitas 
Tabel 4.6 Hasil Uji Linearitas 
Keterangan Sig. 
Y * X Between Groups     Linearity                                       0,001 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2017 
 
     Berdasarkan tabel di atas, nilai sig. linearity pada X terhadap Y adalah 0,001, 
yang berarti nilai sig. linearity < 0,05. Hal ini membuktikan bahwa nilai tersebut 
memperoleh informasi model impiris yang bersifat linearitas. 
 
4.2.3 Analisis Regresi Linear Sederhana 





1  (Constant) 
    Pelayanan dengan    
    Menggunakan    









Sumber : Data diolah SPSS 23, 2017 
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     Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut : 
Y = 21,206 + 0,343 X 
Keterangan : 
X = Pelayanan dengan Menggunakan SISMIOP PBB-P2 
Y = Tingkat Kepuasan Wajib Pajak 
 
4.2.4 Uji Hipotesis 
4.2.4.1 Uji t 
Tabel 4.8 Hasil Uji t 
Model t Sig. 
Pelayanan dengan Menggunakan 
SISMIOP PBB-P2 
3,749 0,000 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2017 
 
     Berdasarkan hasil penelitian di atas, variabel X mempunyai nilai signifikan 
0,000 < 0,05 dengan t hitung sebesar 3,749 dan t tabel 1,984 yang berarti t hitung > 
t tabel, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelayanan dengan 
Menggunakan SISMIOP berpengaruh terhadap Tingkat Kepuasan Wajib Pajak. 
 
4.2.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Model R Square 
1 0,125 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2017 
 
     Dari tabel di atas, menunjukkan nilai R Square sebesar 0,125 artinya persentase 
pengaruh Pelayanan dengan Menggunakan SISMIOP PBB-P2 terhadap Tingkat 
Kepuasan Wajib Pajak hanya sebesar 12,5%, sedangkan sisanya 87,5% 
dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1  Kesimpulan 
     Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan 
dengan menggunakan SISMIOP PBB-P2 berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan 
wajib pajak di DISPENDA Kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang baik 
dalam menggunakan SISMIOP PBB-P2 oleh fiskus, maka akan semakin besar pula tingkat 
kepuasan wajib pajak dalam membayar pajak atau melakukan permohonan dalam PBB-P2. 
Dengan pelatihan yang diberikan langsung oleh pemerintah daerah dan membutuhkan waktu yang 
cukup lama, maka akan berdampak pada wajib pajak ialah tingkat wajib pajak dalam membayar 
PBB-P2 semakin meningkat dan banyaknya pula yang ingin membuat PBB-P2 yang disebabkan 
syarat-syarat yang diterapkan cukup mudah dilaksanakan oleh wajib pajak dengan bantuan 
teknologi yang sudah terbilang baik pula yang dapat menyelesaikannya dengan cepat. 
 
 
5.2  Saran 
     Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti akan memberikan beberapa 
saran untuk DISPENDA Kota Palembang dan peneliti selanjutnya yaitu : 
1. Saran untuk DISPENDA Kota Palembang 
     Sistem yang digunakan oleh fiskus pun cukup baik, namun dalam hal mempermudahkan 
fiskus dalam pelaksanaan SISMIOP PBB-P2 tersebut yang diutamakan. Oleh karena itu, perlu 
adanya sistem yang lebih mudah dalam pengelolaannya sehingga pelatihan terhadap fiskus 
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 tidak terlalu lama dan tidak mengakibatkan kekurangan fiskus di beberapa tempat dimana 
dalam penggunaan SISMIOP PBB-P2 masih belum maksimal. 
2. Saran untuk peneliti selanjutnya 
          Penelitian ini tidak terlepas dari kesalahan dan kelemahan. Untuk itu, penulis memberikan 
beberapa saran agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi, yaitu : 
a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian bukan hanya terbatas pada 
DISPENDA Kota Palembang saja, namun dapat meneliti diluar Kota Palembang sehingga 
hasil data yang didapat lebih banyak supaya dapat menghasilkan hasil yang maksimal. 
b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak sampel, menambah indikator dalam 
penelitian berikutnya dan menambah variabel independen lain yang dapat mempengaruhi 
tingkat kepuasan wajib pajak, seperti persepsi kemudahan penggunaan, pengaruh 
penyuluhan perpajakan oleh pemerintah, pengaruh tingkat pendidikan dan pengaruh 
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